
 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 37 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 47 TAHUN 2013 

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III DAN  
TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III 

pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah Kelas B Majalaya telah diatur dan 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 

47 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 
Selain Kelas III Dan Tarif Pelayanan Lainnya Pada 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung; 

 
  b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan 

objek tarif, maka ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 

2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas 
III Dan Tarif Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 

Majalaya Kabupaten Bandung; 

    
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

    

SALINAN 
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  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    

  3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    
  4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

    
  5. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 
    

  6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4844); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

    

  9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 
    

  10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 
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  11. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 
    

  12. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
    

  13. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 
    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

    

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 
    

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
    

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4570); 

    
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4594); 

    
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

    
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
    

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 

tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5372); 
    

  23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); 

    

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit; 

    
  26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

749b/Menkes/SK/Per/XII/1989 tentang Rekam 

Medis/Medical Record; 

    
  27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

228/MenKes/SK/III/2002 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 
yang Wajib dilaksanakan Daerah; 

    

  28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas 

Pelayanan Publik; 
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  29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang 

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 
    

  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan 
Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

    

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah; 

    
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal; 
    

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 
    

  34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1165/MenKes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah 
Sakit Badan Layanan Umum; 

    

  35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
129/MenKes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Rumah Sakit; 

    
  36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

741/Menkes/Per/VII/2008 tentang SPM Bidang 

Kesehatan di Kabupaten/Kota; 

    
  37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem 

Informasi Rumah Sakit; 
    

  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 

    
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2011 Nomor 11); 

    

  40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan 

Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 

Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6); 
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  41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2013 Nomor 17); 

    
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan 

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 

    
  43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 

tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2011 Nomor 59); 

    

  44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 

B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12); 
    

  45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13); 

    
  46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2012 

tentang Alokasi Pemanfaatan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 

Nomor 40). 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 47 TAHUN 2013 

TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS 
III DAN TARIF PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KELAS B MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG. 
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  Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan 
Selain Kelas III Dan Tarif Pelayanan Lainnya pada Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 

B Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 47), diubah sebagai berikut : 

 

 
1. Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 30 

 

(1) Direktur Utama dapat membentuk dokter 
spesialis yang besaran tarif di tetapkan oleh 

Direktur Utama. 

 

(2) Pendapatan dokter spesialis disetor ke Rekening 
RSUD Kelas B Majalaya yang mana 75% untuk 

pelaksana pelayanan dan 25% untuk operasional 

rumah sakit. 
 

(3) Tarif pelayanan penunjang medik yang khusus 

dilaksanakan oleh tenaga spesialis atau konsultan 
diluar jam kerja yang ditetapkan dengan 

peraturan maka tarif ditambahkan 30% dari tarif 

yang terlampir dari peraturan ini dengan 
persetujuan pasien atau keluarga/penjamin. 

 

(4) Tarif tindakan operatif dan non operatif yang 

bukan cito khusus dilaksanakan tenaga spesialis 
atau konsultan diluar jam kerja yang ditetapkan 

dengan peraturan maka tarif tersebut ditambah 

30% dari tarif yang terlampir dari peraturan 
dengan persetujuan pasien atau 

keluarga/penjamin. 

 
(5) Tarif yang belum diatur dalam peraturan ini, akan 

dikeluarkan tarif sementara oleh Direktur Utama 

RSUD Kelas B Majalaya yang selanjutnya 
diusulkan untuk ditetapkan. 

 

 

2. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung 

 

 
 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 30 Mei 2014 
 

 

 BUPATI BANDUNG, 
  

 TTD 

  

  
 DADANG M. NASER 

 

 

 

Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 30 Mei 2014 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

   
TTD  

  

  

SOFIAN NATAPRAWIRA  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

TAHUN 2014   NOMOR 37 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 
              Pembina 

NIP. 19740717 199803 1 003 


